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LAMPIRAN- LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbinagn Skripsi 
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Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 Hasil Turnitin 
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Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 5 Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama : 

Usia : 

Jenis Kelamin :  

Pendidikan : 

Alamat : 

 

Pertanyaan Wawancara 

1. Peran selaku stabilisator, dengan indikator: 

a. Adanya kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait 

pengembangan objek wisata Lembah Pajamben. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelaksanaan kegiatan musyawarah yang 

dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengembangan objek wisata 

Lembah Pajamben? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa saja yang muncul dalam 

pelaksanaan musyawarah tersebut? 

3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam pelaksanaan musyawarah tersebut? 

b. Adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait pengembangan objek wisata 

Lembah Pajamben. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah desa terkait pengembangan objek wisata Lembah Pajamben? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang dihadapi dalam 

pelaksanaan sosialisasi tersebut? 
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3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam kegiatan sosialisasi tersebut? 

 

2. Peran selaku inovator, dengan indikator: 

a.  Adanya inovasi baru dalam pengembangan objek wisata Lembah Pajamben. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu penerapan inovasi baru dalam 

pengembangan objek wisata Lembah Pajamben? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa saja yang muncul dalam 

penerapan inovasi tersebut? 

3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam penerapan inovasi tersebut? 

b. Adanya kerja sama dengan pihak swasta dalam pengadaan dana untuk 

pengembangan objek wisata Lembah Pajamben. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk kerja sama antara pemerintah desa 

dengan pihak swasta dalam pengadaan dana untuk pengembangan wisata? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang muncul dalam menjalin 

kerja sama tersebut? 

3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam kerja sama dengan pihak swasta tersebut? 

3. Peran selaku modernisator, dengan indikator: 

a. Adanya pemanfaatan teknologi dan media digital dalam mempromosikan 

objek wisata Lembah Pajamben. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pemanfaatan teknologi dan media digital 

dalam mempromosikan objek wisata Lembah Pajamben? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang dihadapi dalam 

pemanfaatan teknologi dan media digital tersebut? 
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3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan media digital 

tersebut? 

b. Adanya upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang 

wisata. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu upaya perbaikan dan peningkatan sarana 

dan prasarana penunjang wisata? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang ditemui dalam 

peningkatan sarana dan prasarana tersebut? 

3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam peningkatan sarana dan prasarana wisata? 

4. Peran selaku pelopor, dengan indikator: 

a. Adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kebersihan dan kelestarian 

objek wisata Lembah Pajamben. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu kepedulian pemerintah desa terhadap 

kebersihan dan kelestarian objek wisata Lembah Pajamben? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang muncul dalam kepedulian 

pemerintah desa terhadap kebersihan dan kelestarian objek wisata Lembah 

Pajamben? 

3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

dalam kepedulian pemerintah desa terhadap kebersihan dan kelestarian 

objek wisata Lembah Pajamben? 

b. Adanya inisiatif pemerintah desa dalam mengajak masyarakat berpartisipasi 

dan terlibat dalam pengembangan objek wisata Lembah Pajamben. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu inisiatif pemerintah desa dalam mengajak 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata 

Lembah Pajamben? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang dihadapi dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut? 
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3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? 

 

5. Peran selaku pelaksana sendiri, dengan indikator: 

a. Adanya pembentukan kelompok pengelola wisata yang profesional. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu proses pembentukan kelompok pengelola 

wisata yang profesional? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang muncul dalam 

pembentukan dan pengelolaan kelompok tersebut? 

3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam pembentukan kelompok pengelola wisata? 

b. Adanya kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dari 

pemerintah desa berkaitan dengan pengembangan objek wisata Lembah 

Pajamben. 

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu kejelasan kebijakan serta standar 

operasional prosedur (SOP) dari pemerintah desa dalam pengembangan 

objek wisata Lembah Pajamben? 

2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa saja yang muncul dalam 

penerapan kebijakan dan SOP tersebut? 

3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mengatasi hambatan dalam penerapan kebijakan dan SOP tersebut?  
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Lampiran 6 PERKADES Tentang Pengelolaan Objek Wisata Lembah 

Pajamben 

 
 

KEPALA DESA BINANGUN 
KOTA BANJAR 

 
PERATURAN KEPALA DESA BINANGUN 

NOMOR 11 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN MEKANISME 

PEMBENTUKAN PENGELOLA HARIAN OBJEK WISATA LEMBAH 

PAJAMBEN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA BINANGUN, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 7 

ayat (6) dan Pasal 62Peraturan Desa 
BinangunNomor 8Tahun 2021 tentang 
pengelolaan objek wisata lembah pajamben, 

perlu menetapkan peraturan kepala desa 
tentang petunjuk teknis pengelolaan dan 
mekanisme pembentukan pengelola harian 

objek wisata lembah pajamben. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 

tentang Pembentukan Kota Banjar di 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 



 

 

 

172 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4246); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Nomor 4966); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara tahun 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor2 Tahun 

2014tentangPerubahanAtas Undang-
Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata Republik IndonesiaNomor 
KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang 

Pedoman Umum Pengembangan 
Pariwisata; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
IndonesiaNomor 52 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pelestarian dan Pengembangan 

Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya 
Masyarakat; 

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata Republik IndonesiaNomor 
PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar 

Wisata; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

IndonesiaNomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2091); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
IndonesiaNomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2093); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2094); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 158); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan 
Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

IndonesiaNomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 89); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

IndonesiaNomor 18 Tahun 2018 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 
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Nomor569); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

IndonesiaNomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 
9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa 

Usaha Di Kota Banjar (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14); 

24. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyusunan 
Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kota 

Banjar Tahun 2016 Nomor 2); 
25. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6 Tahun 

2016 tentang  Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota 
Banjar Tahun 2017 Nomor 13); 

26. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Daftar Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota 

Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 
2018 Nomor 9); 

27. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 37) 

sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 
2018 Nomor 69); 

28. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 
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Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota 
Banjar Tahun 2018 Nomor 38); 

29. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata (Berita Daerah Kota Banjar 
Tahun 2020 Nomor 16); 

30. Peraturan Desa Binangun Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Aset Desa 
(Lembaran Desa Binangun Tahun 2017 
Nomor 8); 

31. Peraturan Desa Binangun Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Daftar Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa 
Binangun (Lembaran Desa Binangun 

Tahun 2019 Nomor 3); 
32. Peraturan Desa Binangun Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa 
Binangun Tahun 2019 – 2025 (Lembaran 

Desa Binangun Tahun 2020Nomor 8); 
33. Peraturan Desa Binangun Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa(Lembaran Desa 
Binangun Tahun 2021 Nomor 2); 

34. Peraturan Desa Binangun Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan Objek Wisata 
Lembah Pajamben(Lembaran Desa 

Binangun Tahun 2021 Nomor 5); 
35. Peraturan Desa Binangun Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Pungutan Atas Layanan 

Objek Wisata Lembah Pajamben(Lembaran 
Desa Binangun Tahun 2021 Nomor 6). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BINANGUN 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN 

OBJEK WISATA LEMBAH PAJAMBEN 
 

Pasal 1 

 
Ruang lingkup pengelolaanobjek wisata lembah pajamben, 
meliputi :  

1. Asas Pengelolaan Objek Wisata; 
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2. Pengelola Objek Wisata; 
3. Pengelolaan Objek Wisata; 

4. Pengelolaan Keuangan Objek Wisata; 
5. Pembangunan Dan Kawasan Pengembangan Objek Wisata; 

6. Pendaftaran Usaha Pariwisata; 
7. Tiket/Karcis; 
8. Asuransi/Jaminan Sosial; 

9. Tata Tertib; 
10. Waktu Operasional Kawasan Wisata; 
11. Pemberdayaan Masyarakat; dan 

12. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah. 
 

Pasal 2 
 
Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan objek 

wisata lembah pajambensebagaimana dimaksud Pasal 1, 
tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini 

berupapetunjuk teknis pengelolaan dan mekanisme pembentukan 
pengelola harian objek wisata lembah pajamben. 
 

Pasal 3 
 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala 
Desa ini. 

 
Pasal 4 

 

Kepala Desa  menetapkan Keputusan Kepala Desa guna 
pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini. 
 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita 
Desa Binangun. 
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Telah di Evaluasi  Bupati/walikota 

a.n. Camat ....... 
ttd 

(...............................................) 

Ditetapkan di  Binangun 
pada tanggal,  30 April 2021 

KEPALA DESA BINANGUN 
 

ttd 
 

KARJONO 

 
Diundangkan di Binangun 
pada tanggal, 30 April 2021 

SEKRETARIS DESA BINANGUN, 
 

                    ttd 
 
RONI KURNIAWAN 
 

BERITA DESA BINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 5 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

DATA DIRI 

Nama : Rizqy Fazrin Assydieq 

Tempat, Tanggal, Lahir : Banjar, 07 Maret 2004 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Agama  : Islam 

Alamat : Dusun Pangasinan Rt 13 Rw 12 Desa Binangun    

Kecamatan Pataruman Kota Banjar  

Telepon : 087836026049 

Email : rizqyfazrin07@gmail.com  

 

PENDIDIKAN  

2010 – 2016 : SDN I Binangun 

2016 – 2019 : MTsN 1 Kota Banjar 

2019 – 2022 : SMAN 3 Banjar 
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